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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi yang semakin meningkat, hukum perdagangan 

Internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat.  Dalam zaman modern ini 

dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan 

akibat yang sangat besar terhadap bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat 

dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, baik negara maju maupun sedang 

berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam 

kegiatan ekonominya. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip 

liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) 

lainnya, yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam 

globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut.  Arus globalisasi ekonomi dan 

perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan 

perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian 

internasional.1 Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindari  

karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, secara substansi 

berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melampaui batas-batas 

negara (cross-border).2 Tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan 

                                                 
1 John Braithwaite dan Peter Drahos, Global Business Regulation, (New York: Cambridge University Press,   

2000), hal. 24-23. 
2
 Erman Rajagukguk, “Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan 
Pembangunan Hukum Indonesia,” pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 
Nopember 2001, hal. 4. 
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hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu 

terhadap pengaruh luar.3 

Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) 4 merupakan isu yang 

sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Dalam perjanjian Putaran Uruguay di Marakesh, pemerintah 

Indonesia menyetujui untuk menandatangani Persetujuan Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar 

yang berlaku secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual.  

 

Secara konvensional HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:5 

 

1. Hak cipta (copyright); 

2. Hak Kekayaan Industri (industrial property rights), yang mencakup: 

- Paten (patent) 

- Desain Industri (industrial design) 

- Merek (trademark) 

- Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition) 

- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit) 

- Rahasia Dagang (trade secret). 

 

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (private rights) dan hal ini diatur 

dalam Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights atau Persetujuan 

TRIPs yang menyatakan “recognizing that intellectual property rights are private rights”.6  

                                                 
3
 Lawrence M. Friedman, Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction, (Cambridge,   

Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990), hal. 89. 
4
 Di Indonesia, untuk pertama kali  istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di gunakan sebagai istilah 
padanan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The 
World Trade Organization yang digunakan dalam berbagai  Undang-Undang yang mengatur jenis -jenis HAKI 

berikut peraturan pelaksanaannya yang disahkan dalam kurun waktu akhir 1980-an hingga akhir 1990-an 
kemudian dalam perkembangannya sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 
M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan juga dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
No.24/M/PAN/1/2000 ditetapkan penggunaan istilah Hak kekayaan Intelektual (HKI).  

5
 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Buku 
Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJHKI, 2003), hal. 3. 

6
  Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods.  



3 
 

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan 

terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Persetujuan TRIPs/WTO.7 Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO 

dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya Pemerintah Indonesia 

telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat Internasional 

di bidang HKI pada tanggal 7 Mei 1997,8 sebagai berikut: 

 

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention 

Establishing the World Intellectual Property Organization, melalui Keputusan 

Presiden RI No.15 Tahun 1997.  

2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, melalui 

Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997. 

3. Trademarks Law Treaty, melalui Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997. 

4. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, melalui 

Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997. 

5. WIPO Copyright Treaty, melalui Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997. 

 

Indonesia meratifikasi konvensi pembentukan World Intellectual Property 

Organization (WIPO) pada tahun 1979 dan kemudian pada tahun 1997 diperbaharui 

melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan 

Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection 

of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization.  

Pengaturan mengenai HKI yang didasarkan pada pertimbangan terbentuknya 

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), dan di dalamnya 

mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 

telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 

                                                 
7
 Indonesia sebagai Negara berkembang telah diberi waktu transisi 5 tahun sejak berlakunya Agreement on 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs (tanggal 1 Januari 1995) untuk 
mengimplementasikan Persetujuan TRIPs/WTO, yaitu sampai tahun 2000. Persetujuan TRIPs/WTO mulai 

berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001. 
8
 Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan 
Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJ HKI, 1999).   
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Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual 

diimplementasikan menurut tujuannya, perlu terlebih dahulu diketahui latar belakang 

pembentukan doktrin-doktrin yang digunakan dalam implementasi prinsip-prinsip HKI 

tersebut. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan sebagai doktrin bagi pengaturan 

norma-norma HKI memiliki beberapa sifat khusus yang berkaitan dengan filsafat hukum 

dan teori ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan pemikiran Thomas Aquinas9 yang 

membahas teori hukum alam, dan John Locke 10 yang membahas hak individual atas 

benda, dapat dijadikan landasan terhadap bagaimana doktrin dipergunakan dalam 

kerangka implementasi prinsip-prinsip HKI, untuk selanjutnya memberikan jaminan 

kepastian hukum melalui penentuan hak-hak yang melekat pada bagian-bagian obyek 

hukum yang dianggap material maupun immaterial. Disamping itu, teori ekonomi yang 

dikenal dengan the Theory of Bargaining11 dapat dijadikan materi pembahasan yang 

diperlukan dalam urgensi praktik pengaturan HKI demi tercapainya keseimbangan antara 

kepentingan ekonomi individual dan pemegang HKI maupun keseimbangan dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh implementasi atau 

eksploitasi dari HKI itu sendiri. 

Selain itu, dalam Labour Theory juga telah dikemukakan tentang pentingnya 

perlindungan HKI yaitu: 

“Patent and other types of intellectual property rights are intended to prevent 

people from commercially exploiting ideas or inventions without fair compensation to the 

originators. The concept comprises two competing social objectives: the need to 

encourage technical innovations and the need to disperse the benefits of that innovation 

throughout society.” 12 

Dari uraian tersebut terlihat adanya pemikiran bahwa suatu karya intelektual 

yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun 

karya intelektual lainnya perlu mendapatkan perlindungan guna mencegah segala bentuk 

eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak 
                                                 
9
   W. Friedmann, “Legal Theory”, Fifth Edition Columbia University Press (Columbia, 1967), hal. 108. 

10
 Ibid. hal. 122. 

11
 Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law and Economics Third Edition, Addison-Wesley, (USA, 2000), hal. 75. 
Sebagaimana dikutip: “To develop an economic theory of property, we must first develop the economic theory 
of bargaining games. At first you may not see the relevance of this theory to property law, but later you will  

recognize that it is the very foundation of the economic theory of property. The elements of  bargaining 
theory can be developed through an example of a familiar exchange-selling a used car.” 

12
Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo.L.J.287 1988, hal. 21. 
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yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut. Konsep tersebut juga mengandung 

makna untuk mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu adanya 

kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi baru disatu sisi dan di sisi lain yaitu 

kebutuhan untuk menyebarluaskan karya intelektual tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu 

menerapkan HKI secara maksimal agar dapat memajukan sektor industri dan 

meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional serta perlu memajukan 

sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing.  

Pengaturan mengenai HKI yang didasarkan pada pertimbangan terbentuknya 

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), dan didalamnya 

mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 

telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 

Dengan ditandatanganinya Perjanjian TRIPs, Indonesia meratifikasi kembali Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property.13 

Berikut ini adalah definisi operasional mengenai istilah HKI yang pada 

prinsipnya dibagi menjadi dua subyek yang saling melengkapi satu sama lain yaitu,  Hak 

Cipta (seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait) dan Hak Milik Industri (Paten, 

Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia 

Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman).  

HKI atau yang dalam perjanjian TRIPs disebut dengan Intellectual Property 

Rights (IPR)  adalah istilah yang sangat luas, namun dapat dipakai untuk menunjukkan 

suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari Copyright 

and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, 

Layout Designs of Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information dan Control 

of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses. 

                                                 
13

Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979  

tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Esta blishing 
the World Intellectual Property Organization, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32, 1997. Lihat juga 
Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual – Tantangan Masa Depan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2003) hal. 17 – 18. Konvensi Paris yang merupakan konvensi bagi perlindungan Hak 

Milik Industri, Indonesia pertama kali  meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967 yaitu pada tahun 
1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tanggal 10 Mei 1979 namun menyatakan: “Republic of Indonesia  
declares that its ratification shall not apply to Article 1 to 12 of the Convention .”  
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Satu diantara norma yang dikembangkan  adalah upaya untuk mencegah 

terjadinya persaingan curang dalam praktek perdagangan.  Untuk mencapai tujuan 

tersebut, WTO Rules memperkuat ketentuan tentang pencegahan persaingan curang di 

bidang perdagangan sebagaimana tercantum pada Article 10 bis of  the Paris Convention, 

1967,  dengan mencantumkannya pada Article 39 of TRIP’s Agreement tentang Protection 

of Undisclosed Information.  Sejak berlakunya kesepakatan WTO pada 1 Januari 1995 

negara-negara anggota WTO mulai merubah perundang-undangannya agar sesuai 

dengan Article 39.3 of TRIPS Agreement, tidak terkecuali Indonesia.14  Di Indonesia 

ketentuan tentang hal ini ditampung melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 

Tentang Rahasia Dagang. 

Namun sampai saat ini tidak ada suatu kaidah hukum yang bersifat global, 

maupun kesepakatan internasional secara menyeluruh/komprehensif yang mengatur 

tentang “trade secret/rahasia dagang”. Bahkan definisi tentang rumusan “trade 

secret/rahasia dagang”  yang diterima secara universal juga tidak ada.15 

Manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi, dan dengan akal budinya 

itu manusia mampu untuk berkarya dan menghasilkan hal-hal yang memiliki nilai tambah 

bagi peradabannya. Manusia memiliki keinginan untuk menghasilkan benda-benda yang 

diharapkan dapat  berguna untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  Sejalan dengan 

harapan akan terpenuhinya kebutuhan hidup yang berkualitas dalam hidup bersama 

sebagai suatu masyarakat,  ia pun sadar akan apa yang menjadi haknya, terutama hak 

atas benda-benda yang ditemukannya. Nampaknya, tidak ada manusia yang dengan rela 

                                                 
14

 UNCTAD-ICTSD:  Resource Book on TRIPS and Development , Cambridge University Press, New York, 2005, p. 

533. 
15

 Fadwa El-tayeb and Elena Ossipova: “Trade Secrets”, dalam University of Turin-WIPO Worldwide Academy: 
Post-Graduate Specialization Course on Intellectual Property – Collection of Research Paper, Turin, 2001, p.271. 
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membiarkan apa yang menjadi temuannya atau benda yang menjadi mi liknya dirampas 

oleh pihak lain yang tidak memiliki hak sebagaimana yang dimilikinya.  

Dalam perkembangan zaman, benda sebagaimana dimaksud di atas dikenal 

dalam dua bentuk, yakni benda bertubuh atau berwujud dan benda tak bertubuh atau 

tak berwujud.16  Seiring dengan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, 

dikenal apa yang disebut dengan karya intelektual yaitu karya manusia yang merupakan 

hasil olah pikiran. Hak milik atas karya intelektual yaitu disebut juga dengan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam dunia internasional dikenal sebagai Intellectual 

Property Rights (IPR). HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.17 HKI dapat 

dikualifikasikan ke dalam hukum harta benda, dan dikategorikan dalam hak milik 

perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Sifat HKI ini sangat abstrak  apabila 

bila dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak 

kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat  dilihat dan 

berwujud. 

Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal perkembangannya kurang 

dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, hak ini sering diabaikan dan banyak 

terjadi pelanggaran di bidang hukum ini.  Hal demikian tidak mengherankan, mengingat 

konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya 

hukum dan sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan penelitian Prof. Soepomo –

arsitek UUD 1945, hukum Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan, yaitu hukum 

                                                 
16

  KUHPer Buku II Pasal 503. 
17

 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003, (Banten:   
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003) hlm. 3 
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adat –bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang mengamanatkan sistem perekonomian 

kerakyatan--, lebih menekankan pada konsep yang dijiwai nilai komunalism, sedangkan 

sistem hukum HKI berasal dari dunia barat yang memperjuangkan sistem ekonomi liberal, 

cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan yang berlandaskan nilai individualisms. 

Hukum Barat lebih menghargai nilai spiritualis daripada nilai materialism, sedangkan 

hukum asli Indonesia sebaliknya.18 

Konsep hukum barat lebih menekankan pada pentingnya diberikan 

perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual 

yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.  Karya tersebut lahir dari proses yang sangat 

panjang, penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, 

intelektualitas, keluarga maupun uang. Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras 

seperti itu dan menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang 

sangat tinggi sudah sepantasnya diberikan penghargaan (reward) dan perlindungan 

hukum secara individual. Perlindungan tersebut diberikan berupa hak eksklusif atas karya 

yang dihasilkannya. Sementara itu, konsep kepemilikan secara komunal yang 

berkembang di masyarakat Indonesia lebih menekankan bahwa terhadap karya-karya 

intelektual seperti  misalnya karya cipta, diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan 

bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Konsep komunal beranggapan bahwa 

hasil karya intelektual merupakan karya milik bersama, anggapan masyarakat tersebut 

menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia. 

Namun dalam perkembangannya sekarang ini, hukum HKI sudah berkembang secara 

bertahap dan pasti, mulai melekat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional 

                                                 
18

  Suzanne April  Brenner: The Domestication of Desire, Women, Wealth and Modernity in Java. Princeton 
University Press, 1998, p. 75 
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sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan negara-negara industri maju 

dan dari negara-negara sedang berkembang lainnya.  

HKI sekarang ini diyakini memiliki peranan penting dalam memenangi 

persaingan di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini 

dapat dilihat dari pergeseran peningkatan nilai perusahaan yang signifikan dari sisi 

tangible asset ke intangible asset, dalam hal ini termasuk HKI. HKI merupakan aset dari 

perusahaan19  Di Indonesia, sistem HKI dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. HKI sendiri masih terbagi menjadi:20  

1. Hak Cipta; 

2. Paten; 

3. Desain Industri; 

4. Merek; 

5. Desain tata letak sirkuit terpadu; 

6. Rahasia dagang. 

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, tentunya perlu terus mengikuti 

perkembangan global dengan menyesuaikan diri pada konvensi-konvensi internasional. 

Dalam rangka kewajiban TRIPs Agreement serta menyadari keanggotaan dalam World 

Intellectual Property Organization (WIPO)21 

                                                 
19

   Ibid hlm. 2 
20

  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003, (Banten :  
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003) hlm. 3 

21
   Indonesia menjadi anggota WIPO melalui ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

and Convention establishing the World Intellectual Property Organization pada tahun 1888. Indonesia saat 
itu ialah Hindia Belanda, namun ketentuan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa peraturan peninggalan 
kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.     
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Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi TRIPs 

melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).  Pada prinsipnya keikutsertaan 

Indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Agreement 

Establishing The World Trade Organization yang didalamnya mencakup persetujuan 

tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang 

palsu (Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights, Including Trade 

in Counterfit Goods of Trips)  berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan 

perdagangan bebas meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain di bidang 

tarif dan perdagangan.  

  Pembentukan organisasi itu dilakukan dalam sidang di Marakesh, Maroko 

pada tanggal 15 April 1994.  Kemudian pembentukan itu disahkan melalui Undang-

Undang No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan 

organisasi perdagangan dunia).  

Sebagai konsekuensi dari UU No. 7 Tahun 1994 ini Indonesia mempunyai 

keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang mengatur 

tentang Intellectual Property Rights tersebut.  Implementasi langsung dari kebijakan ini, 

Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak cipta, Paten, Merek, 

Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.   

Pengaturan tentang perlindungan Rahasia Dagang dan obyek HKI lainnya bila 

merujuk pada TRIPs Agreement serta bagian-bagian yang terkait dengan standar 
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pengaturan HKI diatur dalam Part II yaitu : Standard Concerning the avaibilility, Scope, 

and Use of Intellectual Property Rights, tercantum dari Section 1, article 9 sampai dengan 

Section 8, article 40.  Meliputi ketentuan sebagai berikut:  

1. Copyright and related rights 

2. Trademarks 

3. Geographical Indications  

4.  Industrial Designs  

5.  Patents  

6. Layout-Design (Topographies) of Integrated Circuits  

7. Protection of Undisclosed Information  

8. Control of Anti - Competitive Practice in Contractual Licences  

Bila diperhatikan sesungguhnya tidak tercantum secara eksplisit perlindungan 

terhadap rahasia dagang, kecuali ketentuan yang tercantum dalam Section 7 tentang 

Protection Undisclosed Information. Pasal ini yang kemudian dipadankan menjadi Rahasia 

Dagang.  

Bila dilihat dari negara-negara lain, sesungguhnya tidak semua negara 

memiliki peraturan khusus mengenai rahasia dagang.  Seperti Australia, mengatur 

ketentuan rahasia dagang dalam breach of contract dan breach of confident, Amerika 

Serikat hanya memiliki peraturan di tingkat negara bagian sedangkan di tingkat federal 

sampai saat ini belum ada.  Karena persoalan ini pun dianggap sebagai persoalan perdata 

saja.  
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Konsekuensi keikut-sertaan itu adalah bagaimana mempersiapkan para 

pengusaha Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan sehat dalam pasar 

global.  Persaingan tersebut tidak hanya akan dilakukan oleh dan diantara negara-negara 

berkembang yang satu dengan yang lainnya. 

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang 

dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-

besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut.  

Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang 

dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain.  

Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen untuk mencegah dan 

mengatasi persaingan curang itu,  diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-

rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan 

persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan 

curang. Lingkup tujuan di atas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang. 

Jika memperhatikan peraturan-peraturan yang tercakup dalam hukum 

umum, tampaknya pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 322 serta 

pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak memadai untuk melindungi 

pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pe ngusaha lain yang melakukan persaingan 

curang karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum 

khusus yang diatur dalam Undang-undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.  
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Meskipun perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang tidak harus 

selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja perlindungan itu 

diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum, yang didalamnya juga 

memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang sebagaimana 

diterapkan di beberapa negara industri maju, misalnya : Amerika Serikat, Jepang, Jerman 

atau Australia. Namun Indonesia menganggap perlu membuat secara khusus Undang -

undang Rahasia Dagang yang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tersebut.  

Undang-Undang Rahasia Dagang ini merupakan salah satu dari sistem hukum 

yang baru saja disahkan bersama-sama dengan Undang-Undang Desain Industri dan 

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang disahkan pada akhir tahun 2000 

yang memiliki kekhasan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. 

Pembahasan 3 (tiga) rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, 

Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hingga menjadi undang -undang 

dapat dianggap cukup lama dan berlangsung hampir selama setahun sejak diajukan 

pemerintah kepada DPR pada tanggal 17 Desember 1999 hingga disetujui untuk menjadi 

undang-undang pada rapat pleno DPR tanggal 4 Desember 2000.  

Walau bukan suatu jaminan atau korelasi apabila pembahasan yang cukup 

lama itu menghasilkan suatu undang-undang yang berkualitas tinggi dan mampu 

bertahan lama serta mampu memenuhi harapan masyarakat. Namun kita patut 

mengharapkan hal itu agar tidak sia-sia segala jerih payah tenaga, pikiran, waktu, dan 

biaya yang telah dikeluarkan oleh para perancang undang-undang, baik yang berada di 

DPR dan pemerintah termasuk lembaga swadaya masyarakat yang telah turun tangan 
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dan berpartisipasi dalam penyusunan rancangan undang-undang itu. Bagaimanapun, kita 

patut berkecil hati dan kecewa apabila beberapa waktu kemudian salah satu dan atau 3 

(tiga) undang-undang itu ternyata harus mengalami revisi, karena tidak ada satu pun 

undang-undang di dunia ini yang tidak mengalami revisi walau kerap kali memiliki banyak 

interpretasi. 

Kehidupan masyarakat selalu dinamis, mengalami pertumbuhan dan juga 

perubahan yang terjadi karena pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik dalam 

tingkat nasional dan internasional terutama karena adanya tekanan-tekanan yang 

mengarah pada era perdagangan bebas dunia.  Dengan demikan, revisi terhadap undang-

undang ini bisa saja terjadi karena pengaruh faktor-faktor tersebut diatas.  Tentu saja, 

jika terjadi perubahan, kita dapat berharap agar perubahan itu mengarah pada 

kesempurnaan sehingga implementasi undang-undang itu dapat terlaksana secara efektif 

dan dihormati oleh para pelaku bisnis dan oleh para penegak hukum.  Selain itu 

administrator atau aparat Direktorat Jenderal HKI pun mampu melaksanakan pasal-pasal 

yang terdapat dalam undang-undang ini secara konsisten dan tidak menzalimi para 

usahawan yang tidak paham terhadap undang-undang ini, atau menzalimi masyarakat 

karena aparat tersebut memegang kekuasaan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam 

rangka mengembangkan Hukum Nasional, merasa perlu untuk melakukan Analisa dan 

Evaluasi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang. 
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B. Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi Permasalahan dalam Analisa dan Evaluasi Hukum terhadap 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang antara lain: 

1. Apakah Undang-Undang ini sudah efektif atau belum? 

2. Apakah Undang-Undang ini perlu dirubah? 

C. Maksud dan Tujuan 

 Maksud dilakukannya kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan 

menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan aturan tentang Rahasia Dagang 

sebagaimana diatur dalam  UU No. 30 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi semua permasalahan 

tersebut dengan memperhatikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat ini.  

 Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberikan rekomendasi atau 

masukan bagi penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan HKI khususnya tentang Rahasia Dagang. Sementara itu, secara khusus 

tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Mengetahui pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang apakah 

sudah mampu melindungi kepentingan para pelaku usaha serta menjaga rahasia 

dagang dari suatu perusahaan atau pihak-pihak yang terkait dengan Rahasia Dagang. 

2. Mengetahui apakah perlu direkomendasikan untuk melakukan perubahan terhadap 

UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini. 

D.  Landasan Teoritis 

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang rahasia dagang 

menggunakan  teori efektivitas hukum. Agar penelitian ini dapat merupakan kajian yang 
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utuh, dan menyeluruh, dipergunakan pendekata inter-disipliner. Dari sudut pandang 

sosiologis, apa yang perlu dilakukan dalam penyusunan perundang-undangan adalah 

mengupayakan bagaimana agar ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya dapat 

dikenal, dimengerti, dan pada akhirnya ditaati oleh seluruh warga masyarakat. 

Tercapainya tujuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern dari 

sistem hukum.22 

Faktor intern dalam sistem hukum yang berpengaruh dalam upaya efektifikasi 

perundang-undangan nasional, termasuk yang merupakan implementasi  Persetujuan-

persetujuan Internasional, antara lain adalah:  

1. Perumusan perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

2. Aparat yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif; 

3. Sarana yang cukup bagi para petugas untuk melaksanakan kewajibannya;  

4. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat; dan 

5. Tidak mengabaikan budaya hukum yang terdapat dimasyarakat. 23 

Dalam kenyataan, hukum bukan disiplin yang ”steril” dan ”self contained”. 

Hukum berasal dari masyarakat, dan berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, 

penerapan dan penegakan hukum tidak bebas dari pengaruh faktor-faktor 

kemasyarakatan. Faktor ekstern, jadi yang berada di luar sistem hukum, yang sangat 

besar pengaruhnya adalah "political will" dari pihak yang posisinya sangat menentukan 

                                                 
22

 Lihat Agus Brotosusilo, “Landasan Yuridis, Cakrawala Sosiologis dan Pertimbangan Ekonomis Ratifikasi 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia”. Makalah Utama pada Seminar tentang 
Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia, 
diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam rangka kerjasama dengan 

Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 6 September 1995.  
 
23

   Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 1983 hlm. 15 
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pelaksanaan perundang-undangan nasional tersebut, baik di tingkat Pusat dan/atau 

Daerah. Pada dasarnya, di dalam suatu negara hukum, seharusnya faktor intern di dalam 

sistem hukum, bukannya faktor ekstern yang berasal dari luar, berperan lebih besar 

dalam penentuan efektivitas hukum.24 

Dalam kegiatan analisa dan evaluasi ini dilakukan studi kepustakaan terhadap 

data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer ( peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Rahasia Dagang), sekunder  (buku-buku) dan bahan-

bahan tertier (laporan penelitian, pengkajian, majalah ilmiah dan sebagainya).    

Untuk mempertajam analisis dan evaluasi digali pendapat dan saran-saran 

dari para narasumber yang terdiri dari para akademisi maupun praktisi bidang HAKI di 

Indonesia. 

E. Metodologi Penelitian Perundang-undangan 

Di dalam ilmu perundang-undang dikenal beberapa metodologi, antara lain: 

End-Means Methodology; Incrementalist Methodology; dan Problem-Solving 

Methodology. Dalam kajian ini akan dipergunakan Problem-Solving Methodology.25 

1) End-Means Methodology yang bertitik-tolak dari maksud dan tujuan policy maker 

lebih berciri sebagai perwujudan penerapan kebijakan yang autoritarian. 

2) Incrementalist Methodology  ditekankan pada kondisi praktis, sehingga tidak 

dimungkinkan diperoleh fakta yang cukup sebagai pertimbangan pilihan yang 

mungkin dilakukan oleh policy maker.  Pada penerapan metodologi ini oleh  Drafter 

dirumuskan ketentuan yang secara bertahap masing-masing menimbulkan 

                                                 
24

 Agus Brotosusilo, et. al. , Laporan Penelitian: Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Uruguay Round, 
KerjasamaDepartemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, 1994-1995. 

25
  Ann Seidman, et. al., A Problem Solving Methodology as A Guide to Research, in Ann Seidman, et. al., 

Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters , Boston University Program on 
Legislative Drafting for Democratic Social Change, 2000. 
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perubahan seminimal mungkin, untuk mencapai pemecahan masalah yang lebih 

baik. Cara ini lebih tepat diterapkan pada kondisi ketidak-pastian yang sangat 

ekstrem. 

3) Problem-Solving Methodology dikenal juga sebagai “Reason informed by 

experience”. Metode inilah yang dipilih untuk diterapkan pada kajian ini. 

Berdasarkan metodologi ini, oleh penyusun undang-undang harus dilakukan 

tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: 

i. Identifikasi permasalahan; 

ii. Penjelasan permasalahan; 

iii. Usulan penyelesaian  permasalahan; 

iv. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan undang-undang. 

i. Identifikasi permasalahan 

Dalam kegiatan ini dikemukakan permasalahan berdasarkan persepsi 

Policy maker. Permasalahan yang diungkap disini biasanya hanyalah permasalahan 

yang superficial manifestation’s.  

ii. Penjelasan permasalahan 

Hukum yang efektif harus dapat merubah sikap-tindak subyek hukum yang 

menimbulkan permasalahan.  Hal ini hanya dapat dicapai dengan jalan 

menghilangkan penyebab sikap-tindak tersebut. Dalam laporannya drafter harus 

mengusulkan dan menguji beraneka pilihan hipothesa-hipothesa penjelasan yang 

berkaitan dengan sebab-sebab sikap-tindak subyek hukum yang menimbulkan 

permasalahan.  
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iii. Usulan penyelesaian permasalahan 

Apabila tahap ke-2 tersebut diatas telah dilakukan dengan benar, oleh 

drafter dapat dilakukan prediksi terhadap sikap-tindak subyek hukum dimasa 

mendatang. Berdasarkan prediksi ini dapat dirumuskan beberapa pilihan 

pengaturan, masing-masing dilengkapi dengan lembaga yang diperlukan untuk 

implementasinya, agar peraturan yang dirumuskan dapat merubah atau 

menghilangkan penyebab sikap-tindak subyek hukum yang menimbulkan 

permasalahan tersebut, dan menganjurkan sikap-tindak yang dikehendaki.  

iv. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan undang-undang 

Suatu rancangan undang-undang harus dilengkapi dengan mekanisme 

yang memadai untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

undang-undang tersebut. Tidak ada undang-undang yang berlaku sebagaimana yang 

diharapkan. Untuk keperluan ini bagi perumus undang-undang diperlukan umpan-

balik untuk menentukan apakah para subyek hukum, termasuk lembaga-lembaga 

yang diberi tugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sungguh-sungguh 

bersikap-tindak sebagaimana yang dikehendaki, sehingga dapat dicapai konsekuensi-

konsekuensi yang telah diantisipasi.  

F. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2010 (12 bulan), 

terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember  2010. 

G. Keanggotaan 

 Ketua     :  DR.  Agus Broto Susilo, SH.,MA 

 Sekretaris    :  Masnur Tiurmaida Malau, SH.,MH.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Rahasia Dagang 

1. Pengertian: 

 Dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang, pasal 1 bahwa : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui 

oleh umum di bidang tekhnologi dan/atau bisnis,  mempunyai nilai ekonomi 

karena berguna  dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 

rahasia dagang.26 

Dilihat dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Informasi yang tidak diketahui umum di bidang tekhnologi atau bisnis 

2) Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan 

3) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.  

Dalam Pasal 2 Undang Undang No. 30 Tahun  2000,  bahwa ruang lingkup dari rahasia 

�����P���v�P�� �������o���Z�� �W�� �^�>�]�v�P�l�µ�‰�� �‰���Œ�o�]�v���µ�v�P���v�� �Œ���Z���•�]���� �����P���v�P�� �u���o�]�‰�µ�š�]�� �u���š�}������ �‰�Œ�}���µ�l�•�]�U��

metode pengolahan,  metode penjualan atau informasi lain di bidang tekhnologi dan 

���š���µ�����]�•�v�]�•���Ç���v�P���u���u�]�o�]�l�]���v�]�o���]�����l�}�v�}�u�]�������v���š�]�����l�����]�l���š���Z�µ�]���}�o���Z���u���•�Ç���Œ���l���š���µ�u�µ�u�X�_�� 

                                                 
26

 Pasal 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
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